
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA 
MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI 

JADI KOTA SURABAYA KE-726 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian 
Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian 
Tanah, perlu memberikan pengurangan retribusi Izin Pemakaian 
Tanah kepada masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin
Pemakaian Tanah, dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke-726,
Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan pengurangan
retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada pemegang Izin Pemakaian
Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah
kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam
rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-726.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 
TambahanLembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita 
Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 

 

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
3); 

 

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 

 

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, UraianTugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61); 

 

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada 
Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9); 

 

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan 
Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2019 Nomor 16). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 
PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA 
MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM 
RANGKA HARI JADI KOTA SURABAYA KE-726. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

5. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin
yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk
memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau
hak- hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

6. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah
retribusi atas Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

BAB III 
PELAKSANAAN 

Pasal 2 

Pemerintah Daerah memberikan pengurangan retribusi sebesar50 % 
(lima puluh persen) dari besaran nilai pokok retribusi kepada 
masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dengan penggunaan 
rumah tinggal dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke-726. 

Pasal 3 

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
terhadap retribusi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 Juni 2019. 

Pasal 5 

Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 
melaporkan hasil pelaksanaan pengurangan retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya.  

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 April 2019 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd, 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 8 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Ira Tursilowati, SH. MH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


